PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peratwearefntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomadrabin 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @étaggDewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka mendoiongrja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, perlungubah beberapa
ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomoatun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @étaggDewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagzantalah diubah dua
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Praggh Nomor 23 Tahun
2006 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dihgkada huruf a
konsideran ini, maka perlu ditetapkan Perubahamgetas Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang KedaduRrotokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &akaerah Kota

Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 17 Tahun 185@ang Pembentukan Daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawangah, Jawa Barat
(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;



. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang ProtoKbkmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3363) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan (LembalNsgara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaragandeRepublik

Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuahNgmara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Brab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang SusdaanKedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilanky&a Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyatdbafirembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peabandan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoBoTlambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtukPeraturan
Perundang —undangan (Lembaran Negara Republik éstlornrahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petakean Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noh2®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) §ebwmna telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangtdsan Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undang-undang Nomor 3 Tah0@5 2tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 200@dng Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Ri&daddonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubtibniesia Nomor
4548);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerinavaKguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdegiara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemblegara Repubik

Indonesia Nomor 4438) ;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang&ean Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Probolinggo ( Lembarfdagara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 72 , Tambahan Lembaragatd Republik
Indonesia Nomor 3240);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentabgnkKen Keprotokolan
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentartyid(&kan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No@®p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentadgn®an Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Da¢k@mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahamhbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4417 ) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentandp&ean Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukawstokyler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &akpaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No##p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangdRdaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah®b 2Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBit8)4;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentangb®ean Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaryud{&an Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakdakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 No®@r Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangb&ean Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamyd{&an Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakdakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 do#Y, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;



18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20@&htang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjangasipeal Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Korasiniktensif dan Dana
Operasioanal ;

19.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahurb260tang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DelRamvakilan Rakyat
Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Rimudpgo Tahun 2005
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dua kali teraldnigan Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 23 tahun 2006 (Lembaran Bfaéfota Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 23) ;

20.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahuibt28ntang Perubaan
Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 maB005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @étaggDewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembafaaerah Kota
Probolinggo Tahun 2005 Nomor 18);

21.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahui6 2@ntang Pokok —
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daéo#dn Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 22) ;

22.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 Tahu6 28ntang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Natnbahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @étaggDewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembafaaerah Kota
Probolinggo Tahun 2006 Nomor 23).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menetapkan

Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TEWRING PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR2
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO



Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolihggmor 2 Tahun 2005

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpigdam Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lemb&aarah Kota Probolinggo
Tahun 2005 Nomor 2) yang telah beberapa kali diwtesigan :

a.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahub 28ntang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 MmaB005 Tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @étaggDewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembam@aerah Kota

Probolinggo Tahun 2005 Nomor 18) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 Tahu6 26ntang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Naznbahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @étaggDewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembam@aerah Kota

Probolinggo Tahun 2006 Nomor 23) ;

diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diantara angka 17 dan angkasifp#lian angka 17 a dan

angka 17 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

17a. Tunjangan Komunikas Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangkadorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

17b.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan
bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjanggkag operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan elautuhan lain guna

melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD deduari-

. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehinggal BR@sA berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 10 A
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam P@s&kpada Pimpinan
dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain beruggahgan Komunikasi
Intensif.

Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagkut :

Pasal 14 A
(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaldaldm Pasal 10 A
diberikan  kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan

mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah,;



(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudypaid@ ) terdiri
atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. tinggi;

b. sedang ; dan
c. rendah.

(3) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah tsgjgigaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikatensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyaftiga) kali uang
representasi Ketua DPRD.

(4) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah sedhagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komumikagensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyakla) kali uang
representasi Ketua DPRD;

(5) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah resstyaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, Tunjangan Komumikagensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyalsdtu) kali uang
representasi Ketua DPRD;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan Keuandaaerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalaatuPan Walikota.

. Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus.

5. Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B sehingga bgrbabagai berikut :

Pasal 14 B
Tunjungan Komunikasi Intensif sebagaimana dimakdathm Pasal 14 A

dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dibahas sehinggal Pl berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota CDRfRas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ebadikan pada
APBD.

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota CDRRas
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal dibebankan
kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketenttestnr@e perundang—
undangan di bidang perpajakan.



7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (ljmasal baru, yakni Pasal 24
A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, dan Pas& 2éhingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 24 A
Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dudalklalam Pasal 24,
kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjgegalional Pimpinan
setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan ngaoa daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).

Pasal 24 B

(1) Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi, Belangnuijang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalaal P4#\ disediakan
paling banyak 6 (enam) kali uang representasi KEB&®D ditambah 4
(empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wiailia DPRD;

(2) Apabila kemampuan keuangan daerah sedang, Belaeunfng
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalaal P4#\ disediakan
paling banyak 4 (empat) kali uang representasi &&BRD ditambah 2v2
(dua seperdua) kali jumlah uang representasi deMakil Ketua DPRD;

(3) Apabila kemampuan keuangan daerah rendah, Belamauniang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalaal P4#\ disediakan
paling banyak 2 (dua) kali uang representasi K&&&D ditambah 1%
(satu seperdua) kali jumlah uang representasiwgelvakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C
Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRD sebaga dimaksud
dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tan@idailan berikutnya setelah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 diundangka

Pasal 24 D
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpetzagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijdkampinan DPRD
dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiermndangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD seHaari-dan tidak untuk
keperluan Pribadi.



Pasal 24 E

Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaamjaBdRenunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalaal P4sA diatur dalam
Peraturan Walikota setelah memperhatikan pertimdrangfepala Dinas

Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo.

. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisigkésatu) ayat, yakni ayat (3a)
dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehinggal R& berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan AlagB®#®RD yang
terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjang&h Pasal 21 dan
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjangt&egDPRD yang
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaatuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dinth®alam Pasal
10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 2ggdiekan dalam Pos
DPRD;

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRBagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dah Phserta Belanja
Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud d@daal 24 ayat (2),
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diamake dalam jenis
Belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai ;
b. Belanja Barang dan Jasa ; dan
c. Belanja Modal.
(3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRiagamana dimaksud
dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos SekreHPRD ;
(4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD seslamigan ketentuan

peraturan perundang — undangan di bidang pengel&@gsangan negara.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelasgngan Peraturan
Daerah ini dengan pempatannya dalam Lembaran D&atahProbolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
padatanggal 24 Mei 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 20D

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk |
NIP. 510 087 583




